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ABSTRAK 

Umi Kholifatul Khusnul Kotimah (21302000099) Tanggung 

Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon Yang Menjadi Dasar 

Pembuatan Akta Di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Jawase Hafidz, S.H.,M.H. 

sebagai Pembimbing yang juga Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan. 
Pertanggungjawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik 

dapat dilihat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta, kelalaian yang dimaksud 

disini apabila seorang Notaris telah membuat akta tidak sesuai dengan aturan yang 

ada dalam BW maupun UUJN, atau Notaris terbukti secara sengaja (dengan 

penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris yang 

bersangkutan) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris untuk 

dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana, tapi apabila kelalaian yang 

ditimbulkan bukan dari Notaris melainkan dari para penghadap baik itu secara 

sengaja ataupun tidak terkait dengan keterangan dan atau identitas palsu yang 

diberikan para penghadap guna keperluan pembuatan akta tersebut menjadi tidak 

benar, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sendiri, karena tidak 

ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil terhadap keterangan 

dan atau identitas yang dikemukakan oleh penghadap tersebut. 
Metode pendekatan ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yakni : 

Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan berpedoman pada 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini yang 

digunakan penulis adalah metode penelitian studi kasus. Memberikan ulasan 

bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan 

suatu penelitian, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol 

peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya 

terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan 

nyata. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 1). Tanggung Jawab Notaris 

Terhadap Identitas Palsu Pemohon Yang Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan 

Akta sebagai berikut: a). Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata bahwa Semua 

peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggran 

Notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris 

pula mempunyai pertanggung jawaban dalam bahan pada akta yang 

diterbitkannya. Pada wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk 

para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andaikata Notaris keliru dalam 

pemberiam penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan 

dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari 

perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya. b). 

Tanggung Jawab Notaris secara Pidana bahwa Perbuatan pidana ialah tindakan 

yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan 

pengancama yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun 

yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan 

yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait 

larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu. Pada 



 

viii 
 

melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang 

dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan 

akta otentik yang diatur pada UUJN. c). Tanggung Jawab Notaris berdasarkan 

UUJN Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung 

jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah 

menyerahkan ke penerima protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris 

menyandang suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN. d). 

Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Selaku pejabat umum Notaris 

didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud 

disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris 

benarbenar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil 

dalam argumentasi rasional. 2). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Akibat 

Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu yaitu 

bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan dan yang 

tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai 

akta menjadi batal demi hukum. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, 

teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan 

pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran 

lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris melanggar 

ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon Yang Menjadi 

Dasar Pembuatan Akta 

A. Latar Belakang 

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi 

kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal 

tersebut tercermin dari falsafah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan 

suatu Negara Hukum, dimana hukum menempati posisi tertinggi dalam 

pelaksanaan pemerintahan atau dikenal dengan prinsip rule of law, pengaturan 

oleh hukum, jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah 

atau berkuasa, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan 

maka harus selalu berpegang teguh kepada supremasi hukum, memang rule of 

law secara singkat diartikan sebagai governance not by man but by law, perlu 

diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum 

adalah untuk manusia, sehingga governance not by man but by law tidak boleh 

diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Oleh 

karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk mengatur segala 

hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, 

maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara 

individu atau kelompok dengan pemerintah. 

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tuntutan 
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terhadap perlindungan hukum dalam perkembangan kehidupan masyarakat 

salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, adanya alat bukti 

dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek 

hukum dalam masyarakat. 

Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan atau yang di kehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian 

pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan 

kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). 

Notaris juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah 

dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, 

mengingat akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta 

otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial 

dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan 

masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah alat 
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pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang di lakukan 

oleh penghadap. 

Sebagai alat bukti, akta otentik dikatakan memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu 

kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan 

pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) 

yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta otentik untuk pembuktian 

keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum 

mengenai persyaratan sebuah akta otentik. Kekuatan pembuktian formil 

(formele bewijskracht), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa 

suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, 

terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas penghadap, tanda 

tangan para penghadap, saksi-saksi, dan notaris, tempat pembuatan akta, serta 

keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan 

oleh penghadap. Kekuatan pembuktian materil suatu akta.
1 

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang berwenang 

membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya hal ini 

sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN. Tanggung jawab tersebut sebagai 

kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya. Pertanggungjawaban 

notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak 

bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di 

hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta 

                                                           
1
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta, Bandung, Mandar Akta, hlm. 116-118. 
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otentik sesuai yang di syaratkan oleh Undang-Undang. Setiap wewenang yang 

diberikan kepada notaris harus di landasi aturan hukumnya sebagai batasan 

agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan 

wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang notaris melakukan 

suatu tindakan di luar wewenang yang telah di tentukan, dapat di kategorikan 

sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Maka akta notaris tersebut tidak 

mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. 

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa 

akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris mampu menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN 

yang menyebutkan hal-hal berikut ini. “Notaris berwenang membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang”. 

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi 

terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 

UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan UU No 2 
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tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang 

selanjutnya disebut atau keduanya disebut UUJN dinyatakan bahwa: “Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.  

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang 

dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris 

membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta 

berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, 

diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam 

memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait dengan permasalahan 

yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang 

kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut 

tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak. Bukan sebagai keterangan 

atau pernyataan notaris. Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktik 

ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris 

dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. 

Sering pula notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses 

penyidikan. Bahkan, tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut 

tergugat dalam proses peradilan perdata. Permasalahan yang sering terjadi 

adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Permasalahan ini timbul akibat 

notaris kurang teliti dalam membuat akta otentik. Dalam hal ini, notaris bersifat 

pasif pada saat membuat suatu perjanjian atau akta. 
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Berbagai kekeliruan yang dialami notaris dalam membuat suatu 

akta dapat disebabkan oleh notarisnya sendiri. Hal tersebut dapat pula 

disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan 

atau memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian kepada 

salah satu pihak. Bahkan, menimbulkan kerugian tersendiri kepada notaris 

yang membuat suatu perjanjian. Hal tersebut mengharuskan notaris 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi perdata, sanksi 

administrasi, sanksi pidana. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan 

asumsi bahwa kemungkinan notaris bersama-sama para pihak membuat akta 

yang diniatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan 

tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi. Setidaknya ada tujuh hal 

yang berkaitan dengan produk notaris sehingga tidak jarang  notaris terlibat 

dalam pusaran kasus, yang diuraikan berikut ini: 

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat 

akta padahal ia tahu bahwa para pihak tidak saling berhadapan atau tidak 

ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. 

Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris. 

2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau 

dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini kerap dijadikan 

senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah akta. Pengaduan ke 

pihak kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah 

pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji. 
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3. Data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang 

sebenarnya. Hal itu menyebabkan salah satu pihak dianggap memberikan 

keterangan palsu sehingga notaris terseret selaku pihak yang membuat akta 

perjanjian. 

4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar sehingga 

akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai 

adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan 

dokumen.  

5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama 

tetapi isinya berbeda. “Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, 

tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua 

penghadap. Dua akta ini beredar, oleh pihak yang bersengketa ini 

dipermasalahkan. Kejadian ini sering terjadi misalnya perebutan saham.  

6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini dapat 

terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu dan salah satu pihak tidak 

berada di tempat atau mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan 

tanda tangan  

7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu 

mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam 

posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan 

identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu. 

Berdasarkan ketujuh permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa 

permasalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan akta otentik oleh 
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notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai 

objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibubuhkan para pihak 

dalam akta otentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan notaris 

harus mempertanggungjawabkan isi akta tersebut. 

Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan fakta tentu saja 

dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, administrasi maupun 

pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa suatu konsep 

yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab 

hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk 

suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam 

kasus perbuatan yang berlawanan.  Selain bentuk pertanggungjawaban secara 

pidana, perdata dan adminitrasi, dalam profesi notaris juga dikenal adanya 

Majelis Pengawas Notaris yang pada pokoknya bertugas dalam pengawasan 

terhadap kinerja notaris agar tetap berada dalam ruang lingkup kode etik 

notaris. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini. 

Berdasarkan praktek dilapangan banyak di temukan, jika ada akta 

notaris di permasalahkan oleh penghadap atau pihak ketiga lainnya, maka 

sering pula notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau 

membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan 

keterangan Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris 

merupakan suatu profesi mulia (nobile officium). Akta yang di buat oleh notaris 

dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban 
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seseorang. Kekeliruan atas akta yang di buat notaris dapat menyebabkan 

tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas sesuatu kewajiban. 

Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi 

berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.  

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare 

Amtbtenare yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 (UUJN) juncto 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang 

diundangkan pada tanggal 15 januari 2014 Lebaran Negara Indonesia Tahun 

2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang atas UUJN yang menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagai 

yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Notaris secara sengaja atau tidak sengaja bersama-sama dengan 

pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk 

menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan 

penghadapan yang lain harus di buktikan di pengadilan. Akta Notaris yang di 

buat sesuai kehendak penghadap yang berkepentingan guna memastikan atau 

menjamin hak dan kewajiban penghadap kepada pejabat umum (Notaris).  

Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa 

yang sungguh-sungguh telah di mengerti sesuai dengan kehendak penghadap 
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dan membacakan kepada penghadap tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan 

atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris di tuangkan dalam akta 

notaris. Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti 

yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala 

peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada 

alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.
2 

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

sehingga jika ada orang yang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta 

tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan 

tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan 

hukum.
3 

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris 

dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun 

surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah 

Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan 

Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik di sengaja ataupun tidak di 

sengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan 

tindakan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan 

memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. 

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang meyebabkan 

                                                           
2
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan 

Etika, UII Press, , Yogyakarta  hal. 46. 
3
Habib Adjie, 2008, Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hal.14. 
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penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa 

sanksi perdata, administrasi atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi 

seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang 

dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau 

akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada di lapangan atau 

bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh 

penghadap. 

Akta yang dibuat oleh notaris harus mengandung syarat-syarat 

yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam 

pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para 

pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani 

akta dan sebagainya. Tetapi apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta 

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.  

Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling 

mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak 

para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak 

merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang 

memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain. 

Pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara, dimana 

Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang 

dibuatnya. Karena Seorang Notaris haruslah tunduk kepada peraturan yang 

berlaku yaitu Undang-undang Jabatan Notaris dan taat kepada kode etik profesi 

hukum. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik Notaris. Apabila akta 
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yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu 

dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaries dengan sengaja 

untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak 

yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya.  

Akta yang dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum 

karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan 

notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara 

moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat 

dibuktikan. Maka dari itu, tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah 

sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para 

pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari 

pihak lain. 

Mengacu pada contoh permasalahan pada kasus ini, contoh kasus 

permasalahan yang membawa Notaris ke ranah gugatan terjadi dalam pendirian 

PT. TMS yang berkedudukan di Bombana, Kabupaten Kabaena Timur. Dalam 

kasus terdapat penyimpangan terkait akta pendirian PT. TMS bahwa dalam 

pembuatan akta tersebut tidak melibatkan para pemegang saham yang 

diadakakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 

yang dibuat dihadapan Notaris RR, S.H.,M.Kn sehingga dalam akta pendirian 

tersebut terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. TMS.  

Berdasarkan hal tersebut, yang bersangkutan selaku pemegang 

saham mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. TMS 

karena salah satu pendiri PT. TMS memberikan data identitas yang palsu pada 
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saat membuat akta pendirian dihadapan Notaris. Saat pembuatan akta tersebut, 

pihak-pihak yang bermohon untuk dibuatkan akta pendirian dihadapan notaris 

menggunakan identitas palsu atau bukan sebagai pemegang saham sekaligus 

direktur pada PT.TMS. 

Terjadinya suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari 

salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut 

dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang 

dibuat oleh Notaris. Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris di 

permasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula 

notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu 

melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan 

palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak 

disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta 

dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap 

tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di 

Pengadilan.
4 

Keabsahan suatu akta otentik sangatlah penting karena menyangkut 

kepentingan para pihak dan Notaris itu sendiri dan akta otentik merupakan 

pembuktian yang sempurna, keabsahan akta otentik telah diatur baik itu dalam 

BW maupun UUJN. Apabila ternyata suatu pernyataan keterangan dan atau 

identitas para penghadap tersebut menjadi tidak benar dalam suatu akta, dan 

hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak itu sendiri bukan menjadi 

                                                           
4
Habib Adjie, 2008, Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hal.78. 
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tanggungjawab Notaris, karena dalam hal ini fungsi Notaris hanya mencatatkan 

(menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak 

yang menghadap Notaris tersebut, dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk 

menyelidiki secara Materil terhadap keterangan dan atau identitas yang 

dikemukakan oleh penghadap tersebut. Maka akta Notaris harus dianggap sah 

sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah, apabila ada pihak 

yang merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat datang kepada Notaris untuk 

dibuatkan akta pembatalan atas akta tersebut sehingga tidak mengikat para 

pihak atau mengajukan gugatan kepada salah satu pihak dengan gugatan untuk 

mendegradasikan akta Notaris menjadi akta dibawah tangan dan setelah 

didegradasikan maka Hakim yang akan memutuskan apakah akta tersebut sah 

atau tidak dan tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Selama dan 

sepanjang gugatan berjalan sarpai dengan ada putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat 

para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut, dan 

dalam gugatan untuk menyatakan akta tersebut tidak sah, maka harus 

dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, materil akta Notaris. 

Pertanggungjawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta 

otentik dapat dilihat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta, kelalaian yang 

dimaksud disini apabila seorang Notaris telah membuat akta tidak sesuai 

dengan aturan yang ada dalam BW maupun UUJN, atau Notaris terbukti secara 

sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh 

Notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh 
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Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana, tapi apabila 

kelalaian yang ditimbulkan bukan dari Notaris melainkan dari para penghadap 

baik itu secara sengaja ataupun tidak terkait dengan keterangan dan atau 

identitas palsu yang diberikan para penghadap guna keperluan pembuatan akta 

tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para 

pihak sendiri, karena tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki 

secara materil terhadap keterangan dan atau identitas yang dikemukakan oleh 

penghadap tersebut. 

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah karya 

tulis ilmiah tesis dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap 

Identitas Palsu Pemohon Yang Menjadi Dasar Pembuatan Akta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon 

Yang Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta? 

2. Bagaimana Akibat Hukum Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas 

Palsu Yang Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu: 
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1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap 

Identitas Palsu Pemohon Yang Menjadi Dasar Pembuatan Akta. 

2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Identitas Palsu Yang 

Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa 

manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam ilmi hukum 

khususnya bidang kenotariatan. 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi kepentingan yang sifatnya 

akademis. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan 

pacuanagar notaris lebih berhati-hati dengan identitas pemohon untuk 

pembuatan akta. 

E. Kerangka Konseptual 

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai 

dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu 

ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi 

operasional.
5 

                                                           
5
 Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307. 
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Adapun konsep definisi operasional yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yang pada intinya adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:
6
 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”  

2. Akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, 

pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat 

menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oelh pejabat 

resmi.  

3. Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh/atau 

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditemapt 

dimana akta itu dibuat. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Tanggungjawab 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung 

jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi 

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Kamus hukum 

                                                           
6
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi 

seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.
7
 

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan 

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
8
 Selanjutnya, 

menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar yaitu 

hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut 

orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang 

lain untuk memberi pertanggung jawabannya.
9
 

Menurut hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi 

menjadi 2 macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal 

dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban 

tanpa kesalahan yang dikenal yang dikenal dengan tanggung jawab risiko 

atau tanggung jawab mutlak.
10 

Menurut Abdul kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, 

yaitu:
11 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

                                                           
7
Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia,  

8
Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 11 

9
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi 

Pustaka, Jakarta, hal.48 
10

Ibid. hal. 49 
11

Hizkia A. M. Kaunang, 2019, Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan 

Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII. No. 11. Nov, hal. 81-82. 
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melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan 

kerugian. 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend). 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hokum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan 

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat 

perbuatannya. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah asal kata dari pasti, yang artinya tentu; sudah 

tetap;  tidak boleh tidak;  suatu hal yang sudah tentu.
12

 Seorang filsuf hukum 

jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar 

hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga 

diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum.
13 

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya 

permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan 

                                                           
12

W.J.S Peowadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai 

Pustaka: Jakarta, hal. 847. 
13

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan  (Judicial 

Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 

hal. 288. 
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nama kepastian hukum itu sendiri. Menurut pendapat Gustav Radbruch, 

kepastian hukum adalah “Scherkeitdes Rechts Selbst” (kepastian hukum 

tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan 

makna kepastian hukum, diantaranya:
14 

a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan 

(gesetzlichesrecht). 

b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu 

rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti 

“kemauan baik”,”kesopanan”. 

c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah 

dijalankan. 

d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. 

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. 

Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan 

mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai 

pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan 

kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian 

itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara 

berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan 

masyarakat.
15 

                                                           
14

Ibid., 
15

Tesis Hukum, Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Dalam 

http://tesishukum.com/ pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/, Diakses pada 7 Juli 

2021 
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Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang 

baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati. 

Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat 

adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan 

bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian 

bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi 

masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu 

ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum di 

dalam penyelenggaraan Negara. Disini, hukum yang tidak boleh 

bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh 

masyarakat umum di dalam asas ini. Dalam hal ini, pengertian asas 

kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga 

tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya 

peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hokum diharapkan mengarahkan 

masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah 

ditentukan. 
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G. Metode Penelitian 

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, 

menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, 

karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan 

mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-

masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan 

teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk 

menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis 

adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal 

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
16 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu 

proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan 

tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu 

hukum yang muncul tersebut.
17

 Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian 

hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
18 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yakni : 

- Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan 

berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 45 
17

Ibid, hal. 37 
18

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 35. 
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Pada penelitian tersebut yang digunakan penulis adalah metode 

penelitian studi kasus. Memberikan ulasan bahwa studi kasus merupakan 

strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian, bila 

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-

peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak 

pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan 

nyata.
19

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bombana, Kecamatan 

Kabaena Timur, Sulawesi Temggara. 

3. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan 

bahan-bahan hukum dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah 

yang akan diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti Reglemen Acara Hukum 

Untuk daerah luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van 

Het Rechtswezen In De Gewesten Butten Java In Madura) (RBG). 

3) Undang-Undang Jabatan Notaris 

                                                           
19

 Robert K. Yin, 2008, dalam bukunya yang berjudul Studi Kasus, Desain & Metode,  

Edisi 1, cet 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan yang dihimpun dari hasil 

studi pustaka dan sumber-sumber lainnya seperti, hasil penelitian yang 

mempunyai relevansi dengan hal yang akan diteliti yang berkaitan 

dengan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon 

Yang Menjadi Dasar Pembuatan Akta. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti: 

1) Kamus Hukum; 

2) Kamus Bahasa Indonesia; 

3) Kamus Bahasa Inggris; dan 

4) Ensiklopedia 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya mengumpulkan data penulis menggunakan dua cara 

(metode) yaitu Penelitian Kepustakaan ( Library Research). Penulis 

melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-

bahan  pustaka  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  dikaji,  baik  itu  

bersumber  dari  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
20

 

Penelitian kepustakaan merupakan suatu proses yang ditempuh 

untuk menemukan data yang sifatnya normatif. Untuk menemukan data 

                                                           
20

 Muhammad Nazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111 
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tersebut, maka penulis mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan 

topik pembahasan. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, data dianalisa secara  

kualitatif merupakan argumetasi hukum yang logis dan sistemmatis sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah 

lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, 

kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari 

permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal 

yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I.  PENDAHULUAN 

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.  

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan segala sesuatu tentang Tanggung Jawab 

Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon Yang Menjadi Dasar 

Pembuatan Akta 

 

 

 



 

26 
 

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang 

diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. 

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon Yang 

Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta 

2. Akibat Hukum Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Yang 

Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta 

Bab IV. PENUTUP 

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan 

saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah 

dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna 

pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 

1. Pengertian Notaris 

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara 

berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi 

hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan 

yang dilakukan oleh Menteri.
21

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, 

yang berbunyi sebagai berikut:
22 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan 

undang-undang lainnya.”  

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, 

selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan 

UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:                                                    

                                                           
21

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris 

Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 75. 
22

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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a. Warga Negara Indonesia;  

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;  

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor 

Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris 

setelah lulus strata dua kenotariatan; dan 

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang 

untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.  

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk 

mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum 

kepada masyarakatdalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, 

ketertiban, danperlindungan hukum. Notaris merupakan suatu Jabatan 

Umum yang mempunyaikarateristik, yaitu:
23 

a. Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di 

bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum 

dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di 

Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris diIndonesia harus 

mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.Jabatan Notaris 

                                                           
23

Habib Adjie, Op Cit, hal.45. 
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merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan 

Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas 

yang sengaja dibuat oleh aturan hokum untuk keperluan dan fungsi 

tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai 

suatu lingkungan pekerjaan tetap.   

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang 

diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan 

agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan 

wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat 

(Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah 

ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. 

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat 

akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan 

Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang 

Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau intansi lain, yaitu:   

1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); 

2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 

1227 BW); 

3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi 

(Pasal 1405 dan 1406 BW); 

4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); 

5) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT); dan 
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6) Membuat akta risalah lelang. 

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan 

ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang 

kemudian (ius constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika 

Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, 

maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk 

atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat 

dilaksanakan (non executable), dan pihak atau mereka yang merasa 

dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris 

dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.  

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.  

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa 

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini 

menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-

Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat 

dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi 

subordinasi (bawahan) dari yang  mengangkatnya. Dengan demikian 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:  

1) Bersifat mandiri (autonomous);  

2) Tidak memihak siapapun (impartial); 

3) Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam 

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang 

mengangkatnya atau oleh pihak lain.  
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4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris 

meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap 

tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima 

honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat 

memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. 

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan dokumen hukum yaitu akta autentik dalam bidang hukum 

perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani 

masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti 

rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk 

akuntabilitas Notaris kepada masyarakat. 

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai 

arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat 

umum. Notaris sebagai “pejabat umum” berarti bahwa kepada Notaris 

diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang 

menjangkau publik (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum Notaris 

diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan 

umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima 

gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara 

tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.
24 

                                                           
24

G.H.S.Lumban Tobing, 1991, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 31. 
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Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (Openbare 

Ambtenaren) yang diserahi tugas dalam membuat akta autentik untuk 

kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat 

umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Pasal 15 ayat (1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan 

UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang 

kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain. 

Pengertian Pejabat Umum tersebut di atas tidak hanya berarti 

merujuk kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang Kelas II, dengan demikian Notaris 

sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum pasti 

merupakan Notaris, karena Pejabat Umum dapat juga merupakan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang Kelas II.  

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah Openbare 

Amtbtenaren, yang artinya adalah pejabat yang mempunyai tugas yang 

bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare 

Amtbtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan 

Openbare Amtbtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum 

diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik 

yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan 

kepada Notaris.
25 
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Ibid, hal.40. 
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2. Kewenangan Notaris  

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada 

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam 

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Perubahan UUJN, yang antara lain:  

a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang. 

b. Selain kewenangan sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tangal surat 

dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. 

2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku 

khusus 

3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan. 

4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau; 

7) Membuat akta risalah lelang. 

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.  

 

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan  

untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:
26 

a. Perbuatan hukum (rechts handeling); 

                                                           
26

Soetardjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II, 

Liberty, Yogyakarta, hal. 48. 
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b. Perbutan nyata (feitelijke handeling);  

c. Perjanjian (verbintenis); 

d. Ketetapan.  

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris 

hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari 

para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil 

pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris 

tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik 

tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak 

memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang 

meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.  

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatanya terkait dengan 

kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan 

Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah 

mengkonstatir  hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan 

format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat 

dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
27

 Maka tugas pokok dari 

Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1868 KUH Perdata.  
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Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru 

Van Hoeve, Jakarta, hlm. 159. 
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3. Tanggungjawab Notaris  

Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN yang menyatakan 

bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris 

bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol 

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol 

Notaris.
28

 Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan 

maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:
29

 

a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, 

artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan 

pihak yang berkepentingan karena jabatanya.   

b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang 

dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang 

berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus 

menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan 

prosedur akta yang dibuatnya itu.  

c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu 

mempunyai kekuatan bukti sempurna.  

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap 

akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik 

yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta 
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Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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Abdul Kadir Muhammad, Op.cit., hal. 93-94. 
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tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang 

berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti 

rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta 

yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan 

Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara 

bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak 

yang meminta dibuatkan akta.
30

 

Tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta 

terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:
31

 

a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil 

terhadap akta yang dibuatnya; Konstruksi yuridis yang digunakan dalam 

tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang 

dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. 

b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam 

akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN 

namun tanggungjawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris 

melakukaan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut 

dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan 

autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. 

Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran 

hingga pemberhentian secara tidak hormat. 
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Abdul Ghofur Anshori, Op.cit, hal. 47. 
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Ibid, hal. 16 
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c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap 

kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggungjawab Notaris 

disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris 

bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol 

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan 

protokol Notaris. 

d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

berdasarkan kode etik Notaris  

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana 

tersebut dalam pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Perubahan UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris 

dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian 

tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus 

dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.  

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari 

jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran 

lisan dan teguran secara tertulis. Seorang Notaris harus berhati-hati dalam 

membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta 

yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan 

tidak luput dari penilaian Hakim.  

Rumusan Pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang 

tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 

16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris 
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berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari 

ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban Notaris untuk 

bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan 

tugasnya. Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam 

proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta 

tersebut.  

Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang 

dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat 

umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya 

kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang 

terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir 

(comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang 

kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri 

hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggungjawab 

jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap. 

B. Tinjauan Umum Tentang Akta  

1. Pengertian Akta 

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” 

atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta 

menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan 
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yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 

perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
32

 

Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan 

yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu 

peristiwa dan ditandatangani.
33

 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah: 

a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling)  

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti 

perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada 

pembuktian sesuatu.  

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandantangani, 

diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh 

orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.
34

 Menurut Sudikno 

Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat 

peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang 

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
35 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, autentik atau otentik dalam 

kamus besar bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya, asli, sah.
36

 Jika 

disimpulkan akta otentik adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan yang 

dilakukan oleh dua pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang sah dan 
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Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 

hal.149 
33

R. Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.25 
34

Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam 

Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, hal. 99 
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perjanjian tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta otentik 

merupakan bukti yang mengikat, kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam 

akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar 

selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan 

sebaliknya.  

Akta- akta yang dikeluarkan oleh Notaris baik dalam maupun di 

luar pengadilan harus dipercaya dan harus diterima sebagai bukti yang 

mutlak. Akta merupakan suatu bukti yang sempurna yang sudah tidak 

memerlukan suatu penambahan pembuktian sehingga akta otentik dapat 

merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Akta Notaris 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar 

ketentuan tertentu akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Suatu akta di bawah tangan nilai 

pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang 

para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi 

hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah 

dibuat.
37 

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014, sistematika akta notaris secara garis besar terdiri atas, Awal akta atau 

kepala akta, Badan akta, dan Akhir atau penutup akta. 
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1. Awal akta atau kepala akta memuat: 

a. Judul akta: 

b. Nomor akta; 

c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya akta tersebut; 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. (Akta notaries pengganti 

dan pejabat sementara notaris juga wajib memuat nomor dan tanggal 

penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya). 

2. Badan akta memuat : 

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang 

yang mereka wakili. Hal ini lazim dikenal dalam praktek sebagai 

komparisi; 

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan; 

d. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 

3. Akhir atau penutup akta memuat : 

a. Uraian mengenai pembacaan akta; 

b. Uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan akta jika ada; 

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 
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Uraian tentang ada tidaknya perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa 

penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya. 

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi 

formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi 

lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai 

alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat 

dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. 
38

 

2. Jenis-Jenis Akta  

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, 

jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:
39 

a. Akta Otentik  

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam 

bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di 

hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta 

dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat 

suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber 

dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH 

Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah 

memenuhi unsur-unsur, yaitu:  
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Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

hal.121-122 
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Herlien Soerojo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, 

Surabaya, hal. 148. 
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1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang;  

2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;  

3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.  

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang 

bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik 

adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak 

dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya 

tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan 

belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan 

langsung dengan perihal pada akta itu”. 

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu :
40 

1) Akta yang dibuat oleh Notaris (Relaas)  

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu 

akta yang menguraikan secara otentik suatu  tindakan yang dilakukan 

ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu 

sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang 

dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta 

dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum 
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Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, 

dan akta-akta lainnya.  

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij)  

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak 

lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk 

keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan 

memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut 

dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris 

dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari 

penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.   

b. Akta di bawah tangan  

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang 

membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh 

Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal 

kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga 

sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut 

memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. 

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan 

pejabat yang berwenang atau Notaris.Akta ini yang dibuat dan 

ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di 

bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka 

mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di 

bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di 
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bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama 

dengan suatu Akta Otentik.
41

 

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta Waarmerken, adalah 

suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para 

pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya 

didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi 

maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para 

pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat 

oleh para pihak namum penandatanganannya disaksikan oleh atau di 

hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap 

materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap 

tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal 

ditandatanganinya dokumen tersebut.  

3. Kedudukan Akta  

Pengertian Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian 

kedudukan hukum.  Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat 

kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan 

yang sebenarnya/status.
42

 Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu 

secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan 

dengan hal tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan 
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Pasal 1857 KUHPerdata 
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https://www.apaarti.com/kedudukan.html, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017,Pukul 

21.58 WIB. 
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kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola 

tertentu.
43

 

Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan 

memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam 

suatu posisi yang diatur dalam hukum.
44

 Kedudukan hukum (Legal 

Standing) mencakup syarat formal sebagai Mana yang ditentukan di dlm 

Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau 

kewenangan.
45

Dari pengertian kedudukan hukum, maka dapat dipahami 

bahwa kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status 

yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki 

akibat hukum terhadap keberadaanya serta implementasinya.     

4. Perbedaan Akta Otentik dan Akta Di bawah Tangan 

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaries 

atau pejabat lainnya untuk suatu perjanjian. Adapun, akta di bawah tangan 

adalah akta yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan 

seorang notaris atau pejabat lainnya. Kedua akta tersebut di atas dapat 

dijadikan bukti di pengadilan. 

Akan tetapi, yang membedakan adalah kekuatan pembuktiannya, 

yakni akta otentik adalah alat bukti surat yang kuat untuk dijadikan bukti di 
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hadapan hukum, sedangkan akta di bawah tangan akta yang tidak sekuat 

dengan akta otentik. Dibutuhkan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti 

yang dianggap cukup untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Akan tetapi, 

akta di bawah tangan dapat dijadikan sebagai akta otentik atau dilegalisasi 

oleh seorang notaris atau pejabat lainnya yang telah ditunjuk dalam Undang-

Undang. 

a. Akta otentik 

Dalam Pasal 1867 BW disebutkan ada istilah akta otentik, dan 

Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta 

yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh 

atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat dimana akta dibuatnya”. 

Menurut Pasal 1866 BW yang menyebutkan bahwa alat- alat bukti 

terdiri atas:
46 

1) bukti tulisan; 

2) bukti dengan saksi-saksi; 

3) persangkaan-persangkaan; 

4) pengakuan, dan 

5) sumpah. 
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Menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri, berikut ini.
47 

1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan 

bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam 

tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan 

tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh 

pejabat yang bersangkutan saja. 

2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 

pejabat yang berwenang. 

3) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Ketentuan 

tersebut mengatur tata cara pembuatan (sekurang-kurangnya memuat 

ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu 

tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya). 

4) Seseorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan 

pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk–independence) serta tidak 

memihak (onpartijdigheid–impartiality) dalam menjalankan 

jabatannya. 

5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat 

adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat. 

b. Akta di bawah Tangan 

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak 

tanpa melibatkan seorang pejabat atau notaris. Akta yang dibuat oleh atau 

di hadapan pejabat umum juga dikatakan sebagai akta di bawah tangan 
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ketika terdapat cacat dalam bentuk akta yang dibuat. Hal tersebut diatur 

dalam pasal 1869 BW:
48

 “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan 

sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya 

pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, 

mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani 

oleh para pihak”. 

Pengertian  akta di bawah tangan juga dapat diketahui dalam Pasal 

101 ayat (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang 

dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan 

maksud  dipergunakan sebagai alat bukti terhadap peristiwa atau 

peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Selain itu, definisi akta di 

bawah tangan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1874 BW, 

menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah 

akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan 

rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan 

seorang pejabat umum.
49 

Praktiknya dalam pembuatan akta di bawah tangan tanpa adanya 

saksi yang turut serta dalam pembuatan suatu akta, padahal saksi 

merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata. Dalam 

pembuatan akta di bawah tangan, Pasal 1877 BW, disebutkan bahwa jika 
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seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus 

memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut 

diperiksa di muka pengadilan. 

Jadi, perbedaan yang paling mendasar antara akta otentik dan akta 

di bawah tangan adalah cara membuatnya suatu akta atau terjadinya akta 

tersebut. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun, akta di 

bawah tangan adalah akta yang cara pembuatannya atau terjadinya suatu 

akta tidak dilakukan oleh atau di hadapan notaris atau pejabat lainnya. 

Akan tetapi, akta otentik dibuat sendiri oleh pihak yang bersepakat 

dalam perikatan atau antara pihak yang berkepentingan. Contoh akta 

otentik adalah akta notaris, sedangkan akta di bawah tangan contohnya 

adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, 

surat perjanjian kontrak. 

5. Kekuatan Pembuktian Akta 

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah kekuatan yang paling 

dasar dalam perkara perdata sehingga akta otentik menjadi sangat penting 

untuk dijadikan sebagai alat bukti. Menurut pendapat umum yang dianut 

pada setiap akta otentik demikian juga pada akta Notaris mempunyai 3 (tiga) 

kekuatan pembuktian yaitu:
50 
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a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) 

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu 

sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta 

publica probant seseipsa) jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta 

otentik, serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan 

mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta 

otentik sampai terbukti sebaliknya. Artinya, sampai yang membuktikan 

bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini 

beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta 

tersebut, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik 

yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada 

minuta akta, salinan akta, dan awal akta mulai dari judul sampai dengan 

akhir akta. 

b. Kekuatan Pembuktian Formil (Formale Bewijskracht) 

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian 

dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau 

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum 

dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam 

pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan 

kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan 

identitas dari para pihak yang menghadap (comparanten), paraf dan tanda 

tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, demikian juga tempat 

dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, 
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didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan 

keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak. 

c. Kekuatan Pembuktian Materil (Materiele Bewijskracht) 

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang 

tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-

pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku 

untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) 

keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat 

atau akta berita acara atau keterangan atau para pihak yang 

diberikan/disampaikan di hadapan Notaris akta pihak dan para pihak 

harus  dinilai  benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam 

akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang dating menghadap 

Notaris yang kemudian keterangan dituangkan dan akta harus dinilai telah 

benar berkata. 

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris 

sebagai akta otentik dan siapapun yang terikat oleh akta tersebut, jika 

dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah 

satu aspek yang tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta 

tersebut terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan.
51 
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C. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Fungsi Notaris 

1. Peran Notaris 

Menurut Herlien Budiono notaris mempunyai peran yang sangat 

penting di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum Civil Law untuk 

melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti 

atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-

prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris adalah pejabat umum 

yang diangkat negara, berwenang membuat akta otentik yang menjalankan 

jabatannya dengan mandiri (independent) dan tidak berpihak (impartial) 

serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. 

Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.
52

 

Peran notaris di era revolusi 4.0 dalam perkembangan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi serta digitalisasi membawa dampak positif seperti 

kemudahan dan kecepatan orang untuk saling berkomunikasi di dalam 

memperoleh informasi dari manapun sehingga dapat mengurangi pekerjaan 

secara manual termasuk notaris di dalam menjalankan tugas jabatanya. Di 

lain pihak, dampak negatif dengan menggunakan teknologi canggih pada 

timbulnya kejahatan cyber crime yang mengganggu keamanan nasional dan 

dunia.
53 

                                                           
52

Herlien Budiono, Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia, Dalam 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran-fungsi-dan 

keberadaannotarisindonesia, Diakses pada 5 November 2022 
53

Ibid. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran-fungsi-dan


 

54 
 

Dalam menghadapi tantangan globalisasi di era revolusi 4.0 

tersebut, notaris ikut serta secara aktif membantu keamanan Negara dengan 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan 

pencucian uang. Notaris wajib melaporkan transaksi keuangan yang 

mencurigakan kepada Pusat  

Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) dengan pemberlakuan 

aplikasi online yang dikenal sebagai Gathering Reports & Information 

Processing System (GRIPS) dan berkewajiban agar notaris mendaftar ke 

situs yang disediakan PPATK.  

Notaris wajib lapor tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik 

Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (Perpres 

13/2018).
54

 Kewajiban Notaris terhadap kualitas akta adalah bahwa Notaris 

dalam membuat akta harus tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang 

sehingga akta yang diterbitkannya dapat memberikan perlindungan hukum 

bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian.  

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perjanjian dan perbuatan hukum seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, 

akta pendirian Comanditare Venootschaf, akta Perikatan Perjanjian Jual Beli 

(untuk selanjutnya disingkat dengan PPJB), akta Sewa-Menyewa dan semua 

bentuk perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris dalam 

membuat akta PPJB, baik itu PPJB Tanah, PPJB Rumah, PPJB Kendaraan, 
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Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah, Rumah, Mobil, dan lainnya, Notaris 

berkewajiban untuk memeriksa kejelasan subyek dan obyek dari perjanjian 

tersebut.
55

 

2. Fungsi Notaris 

Menurut Herlien Budiono fungsi notaris tidak sebatas membuat 

akta otentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis 

maka notaris dapat mendeteksi kemungkinan iktikad buruk dan akibat yang 

tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial 

ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang 

beriktikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para 

pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya.
56 

Fungsi yang juga merupakan kewenangan notaris sebagai pejabat 

umum adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 

dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, Semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
57 
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Akta-akta yang dibuat oleh notaris sesuai dengan kewenangannya 

antara lain minuta akta, grosse akta (misalnya pengakuan utang), salinan 

akta, kutipan akta, akta originali (misalnya pembayaran uang sewa, bunga, 

pensiun, penawaran pembayaran tunai, proses terhadap tidak dibayarnya 

atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan, 

serta akta lainnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan), selain itu 

notaris juga memberikan jasa hukum secara cuma- cuma bagi orang yang 

tidak mampu, serta membuat akta dari objek yang dinilai mempunyai fungsi 

sosial (misalnya akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah 

wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit).
58

 

Dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya, notaris harus 

bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris memberikan pelayanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni 

harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kecuali ada 

alasan untuk menolaknya. 

Alasan menolaknya di sini adalah alasan yang mengakibatkan 

notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan 

notaries sendiri atau dengan suami/istrinya. Notaris juga harus merahasiakan 

segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 

diperoleh guna pembuatan akta. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi 
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kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sehingga ada 

jaminan kepastian hukum.
59

 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris harus 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar 

peraturan kewajiban Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Notaris 

dituntut untuk menjalankan kewajibannya yaitu bertindak amanah, jujur, 

saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang 

terkait dalam perbuatan hukum. Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang 

harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang 

memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat 

menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 

16 ayat (1) huruf d UUJN). 

Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan 

Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan 

Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak 

mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain 

yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.
60 
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D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Notaris 

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris 

diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut 

tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). 

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai 

dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. 

Jika melihat tugas dan tanggung jawab notaris sebagai sebuah 

Profesi pejabat umum pembuat akta otentik, dimungkinkan dalam 

melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, ia sewaktu-waktu dapat 

dipanggil oleh penegak hukum sebagai saksi maupun dalam kaitannya dengan 

pelanggaran hukum pidana yang dilakukan notaris ketika melaksanakan 

jabatannya sebagai notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja 

menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. 

Pelanggaran hokum pidana yang dimaksud saat menjalankan tugas 

dan jabatannya sebagai notaris adalah membuat surat palsu atau memalsukan 

surat dalam akta otentik yang dibuat notaris. Disamping itu, juga memasukkan 

keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang dibuat notaris, sedangkan 

mengenai notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum adalah 

notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan 

dengan akta yang dibuatnya.
61 
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Notaris sebagai Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar) yang 

terpercaya yang akta-aktanya dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi 

sengketa hukum di pengadilan. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat 

dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan 

tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran 

sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. 

Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari 

kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Tidak ada seorang 

Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap 

kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan 

Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik 

civil responsibility, administrative responsibility, maupun criminal 

responsibility.
62 

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum juga 

untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu 

tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan 

berjalannya suatu aturan hukum. 

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai 

penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar 

ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana 
                                                           

62
Muhammad Fadli Bachtiar, Muhadar dan Anshori Ilyas, Implikasi Penjatuhan Sanksi 

Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta 

Yang Dibuatnya,  Jurnal Pasca Unhas, hal. 7. 



 

60 
 

tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam 

melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. 

Disamping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk 

melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan 

masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang 

bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut 

untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena 

jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Notaris. 

Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa 

dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih 

mau mempercayakan pembuatan akta rerhadap Notaris yang bersangkutan atau 

tidak. UUJN yang mengatur Jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan 

yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hokum yang imperatif 

untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam 

menjalankan tugas jabatannya.
63 

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 

84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:
64 

1. Sanksi Perdata 

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga 

merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap 
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jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. 

2. Sanksi Administrasi, sanksi ini berupa: 

a) Teguran lisan; 

b) Teguran Tertulis; 

c) Pemberhentian sementara; 

d) Pemberhentian dengan hormat; 

e) Pemberhentian tidak hormat. 

Disamping kedua sanksi di atas notaris bisa saja di sanksi pidana 

sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuatnya. Sanksi Pidana terhadap 

Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya 

dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada 

aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini UUJN. Sanksi tersebut 

dijatuhkan suatu hal pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. 

Suatu tindakan 'bunuh diri' jika seorang Notaris secara sengaja 

bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk 

melakukan suatu tindak pidana. Pengertian yang tidak mungkin secara sengaja 

Notaris melakukan suatu tindak sengaja (dolus) yang dilakukan oleh Notaris, 

merupakan suatu tindakan yang disadari atau direncanakan dan diinsyafi segala 

akibat hukumnya, dalam hal Notaris sebagai sumber untuk melakukan 

kesengajaan bersama-sama dengan para penghadap. Sanksi Pidana terhadap 

Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP.
65 
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E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam  

1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat  

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah 

“Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian “ Jinayah” yang digunakan para 

fuqaha adalah sama dengan istilah “Jarimah”, yang didefinisikan sebagai 

larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya 

dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir.
66

 Para ahli hukum Islam, 

jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini 

memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang 

diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. 

Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara 

syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai Jinayah.
67

  

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut 

bahasa adalah dosa atau durhaka.
68

 Sedangkan jinayah menurut bahasa 

mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi 

mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana. Pengertian 

jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi 

adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan 

hukuman had atau takzir.
69

  

                                                           
66

Abdul Qadir Audah, 1998, At-Tasyri’ Al-Jindi Al-Islami, Ar-Risalah,, Cet. 14. Beirut, 

hlm. 66 
67

Topo Santoso, 2001, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syamil, Cet. 2, Bandung, 

hlm .132-133. 
68

Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab Indonesia, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm. .92 
69

Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, hlm 

.ix. 



 

63 
 

Adapun pengertian jinayat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir 

Audah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik 

perbuatan tesebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.
70

 Hukum pidana Islam 

dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan 

beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu 

golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, 

golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman 

qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan 

hukuman takzir.
71

  

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain 

:Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-khamr dan jarimah 

pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. 

Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam 

yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apebila diperluas jumlahnya 

terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan 

menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, 

dan penganiayaan tidak sengaja.
72

  

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam 

golongan takzir. Jarimah-jarimah takzir tidak ditentukan satu persatunya, 

sebab penentuan macam-macam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa 

Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada 
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pada waktu itu. Pengertian takzir menurut bahasa adalah menolak dan 

mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang 

ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan 

diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.
73 

Adapun mengenai jarimah takzir, dilihat dari segi sifatnya terbagi 

kepada tiga bagian, yakni takzir karena telah melakukan perbuatan maksiat, 

takzir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan 

kepentingan umum, dan takzir karena melakukan suatu pelanggaran. Di 

samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka 

takzir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu : 

a. Golongan jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan 

Kisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, 

seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang 

dilakukan oleh keluarga sendiri. 

b. Golongan jarimah takzir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan 

tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (risywah) dan 

mengurangi takaran atau timbangan. 

c. Golongan jarimah takzir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan 

oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk 

menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.  
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Abdul Aziz Amir, seperti yang dikutip dari buku wardi Muslich 

yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi jarimah takzir secara rinci 

kepada beberapa bagian , yaitu :
74

 

a. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan. 

b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan. 

c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 

kerusakan akhlak 

d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta 

e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 

f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum. Lebih lanjut lagi, 

pada jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum, Abdul 

Aziz Amir membaginya kepada beberapa kelompok yaitu : 

1) Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti 

spionase san percobaa kudeta  

2) Jarimah risywah/ suap 

3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan 

kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, 

atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu 

perkara. 

4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat. 
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5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, 

seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan 

menganiaya polisi. 

6) Pemalsuan tanda tangan dan stempel. 

7) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan 

bahanbahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan 

menaikkan harga dengan semana-mena.
75

  

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah 

hudud, kisas dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat tidak 

termasuk ke dalam kedua macam jarimah tersebut, karena tindak pemalsuan 

surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash. 

Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan 

kemashlatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, yakni jarimah 

pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara 

jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel tersebut dengan 

tindak pidana pemalsuan surat.  

Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam 

perbuatan yakni adanya perbuatannya yakni adanya perbuatan, proses atau 

cara memalsukan adanya objek., di mana objek tersebut bisa berupa tanda 

tangan, suratnya, stempel baitul mal atau al-Quran. Bahkan, apabila melihat 

dari kasuskasus pemalsuan surat yang terjadi biasanya pemalsuan itu 
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dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada 

dalam surat tersebut.  

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan 

khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian 

antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dangan 

tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat 

ini harus dikatagorikan kedalam jarimah takzir mengingat tindak pidana 

pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di 

dalam nash syara secara jelas. 

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat  

Dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, 

mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, 

bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan 

tarhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah 

hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran 

maupun as-Sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara 

universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) 

manusia.
76

S 

ecara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan 

dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat 

perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang 

sebenarnya/seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik 
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mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, 

seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor 

kepada Negara..  

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan 

tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb 

difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala 

bentuknya terdapat 283 buah di dalam al-Quran. Ungkapan dusta dalam 

ayat-ayat tesebut sering ditunjukan kepada orang kafir, karena mereka tidak 

membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan 

tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 

Allah mengingatkan :  

(Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang 

disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", 

untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah 

tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116 ). 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon Yang 

Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta 

UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan 

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dengan tujuan agar 

para pihak dapat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut 

dapat melembaga dan bahkan menjiwai setiap para pihak yang bersangkutan. 

Tujuannya bukan sekedar memberikan informasi atau keterangan-keterangan 

mengenai hukum yang perlu diketahui, akan tetapi mengusahakan untuk 

membina dan meningkatkan kesadaran hukum para pihak yang bersangkutan, 

sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa 

hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dianutnya.
77

  

Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan 

pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang 

mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang 

cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi.  

Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris diwajibkan untuk 

senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai 

dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdiannya kepada 

kepentingan masyarakat dan negara. Adanya kewajiban kepribadian yang baik 
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dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris, dengan 

demikian dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dibenarkan melakukan 

hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan 

jabatan notaris.  

Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang essential, 

ketidak memihakkan dan kemandiriannya dalam memberikan bantuan kepada 

para kliennya. Adalah suatu credo, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut 

melekat pada dan identik dengan perilaku pelaku jabatan ini.88 Menurut Habib 

Adjie, meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang 

mengangkatnya pemerintah.  

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:
78 

1. Bersifat mandiri (autonomous); 

2. Tidak memihak siapapun (impartial); 

3. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam 

menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang 

mengangkatnya atau oleh pihak lain.  

Kedudukan Notaris sebagai suatu jabatan yang terhormat dan 

memiliki peran sangat penting dalam masyarakat tentunya mengharuskan siapa 

yang memangku jabatan tersebut memiliki kualitas yang mumpuni baik secara 

keilmuan maupun kepemimpinan. Ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

hukum harus benar-benar dipahami oleh Notaris secara mendalam.  
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Hal tersebut tercermin dari salah satu syarat pengangkatan Notaris 

yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf e UUJN adalah “Berijazah Sarjana 

Hukum dan lulus jenjang strata dua Kenotariatan”.
79

 Dalam menjalankan 

jabatannya secara profesional dirasakan semakin penting karena kedudukan 

notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan 

masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Apabila hal 

tersebut tidak diberikan secara baik atau profesional, maka nantinya terdapat 

pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang 

telah diperbuat oleh notaris.
80

  

Notaris sebagai lembaga negara yang independen adalah subyek 

hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, yang memiliki 

kedudukan hukum yaitu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang 

melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Sebagai subyek 

hukum Notaris dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang ada 

relevansinya dengan hukum atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat 

hukum.  

Dengan demikian, setiap bentuk dari perbuatan hukum, secara pasti 

akan menimbulkan akibat hukum baik yang positif maupun yang negatif. 

Akibat hukum yang negatif memiliki relevansi dengan tanggung-gugat karena 

dapat memunculkan tuntutan dari pihak yang terkena akibat hukum yang 

negatif yang biasa menimbulkan kerugian dari pihak tersebut. Tanggung jawab 
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notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, 

dalam pengertian bahwa semua perbuatan notaris dalam menjalankan tugas 

kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk 

dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap 

pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.  

Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari 

bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta, maka 

dalam hal ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau diminta 

pertanggung jawabannya, karena akta notaris tersebut adalah merupakan 

keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris, 

melainkan isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan perbuatan atau 

tindakan notaris.  

Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar 

tindakannya dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Pihak 

yang merasa dirugikan dan yang hendak menuntut notaris tersebut terlebih 

dahulu harus dapat membuktikan beberapa hal berikut ini : 

1. Adanya derita kerugian; 

2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris 

terdapat hubungan kausal; 

3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.  
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Kondisi sebagaimana diuraikan diatas berlaku pula terhadap Akta 

pendirian PT yang mengandung cacat kehendak karena adanya keterangan 

palsu dari penghadap. Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak 

yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan 

dalam akta apaapa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, 

mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap. Bagian 

penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Akta otentik pada hakikatnya 

memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak 

kepada Notaris.  

Hal tersebut ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah 

Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 

September 1973 yang menyatakan “...Notaris fungsinya hanya mencatatkan 

/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang 

menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk 

menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh 

penghadap di hadapan Notaris tersebut”. Sehingga dengan demikian atas 

keterangan palsu yang disampaikan oleh para penghadap sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab dari penghadap dan Notaris dalam hal ini tidak 

bertanggungjawab maupun tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan dari adanya keterangan palsu penghadap. 
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Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) merupakan 

bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang sangat diminati saat ini, hal 

tersebut dikarenakan pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas dan 

mudahnya untuk mengalihkan kepemilikan saham oleh pemegang saham 

dengan. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, oleh karena 

itu untuk mendirikan sebuah PT haruslah tunduk dengan aturan yang ada 

didalamnya.  

Dalam hal ini PT merupakan badan hukum yang pendiriannya 

sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, haruslah berdasarkan dengan 

perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana perjanjian tersebut 

harus tetap memenuhi unsur syarat perjanjian yang sah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
81 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.  

Orang yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT ini bisa 

diartikan orang pribadi atau badan hukum baik badan hukum Indonesia 

maupun badan hukum asing. Didalam perjanjian tersebut tetap harus memenuhi 

ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata 

tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1313. Syarat lain dalam sebuah 

pendirian sebuah PT selain yang telah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 
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yaitu haruslah berdasarkan dengan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang 

atau lebih. 

Bentuk Akta Pendirian PT juga harus berbentuk Akta Notaris yang 

dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan kata lain dalam hal ini Notaris berperan 

untuk membuatkan Akta Pendirian PT, yang berfungsi sebagai probationis 

causa dan solemnitasis causa.
82

 Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT 

menyebutkan bahwa Akta Pendirian PT tersebut memuat Anggaran Dasar dan 

keterangan lain sekurang-kurangnya :
83

 

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan 

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan 

alamat lengkap serta nomor dan Tanggal Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; 

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 

kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali 

diangkat; 

3. Nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah 

saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.  

Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 harus memuat segala ketentuan yang telah diatur dalam 

Pasal 15 ayat (1) UUPT memuat sekurang-kurangnya: 

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 
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3. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 

4. Besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan dan modal disetor; 

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk 

tiapklasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 

nominal pada setiap saham; 

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris; 

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi 

pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai 

manusia semu (artificial person) oleh pengadilan, yang merupakan badan 

hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang 

mendirikannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus 

menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk 

menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau 

digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang 

diberikan oleh hukum yang berlaku.
84 
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Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 

UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya 

disingkat UUPT) berbunyi:
85

  

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan 

terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum 

yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaanya”  
 

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas 

secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. 

Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, 

Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai 

layaknya suatu badan hukum.
86

  

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai badan hukum 

diantaranya menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan perkumpulan 

yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang 

manusia, serta memiliki harta kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat 

didepan hakim. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum ialah 

suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang 

pribadi. 

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan 

hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap 

dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-
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kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
87

 

Badan hukum merupakan artificial person, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh 

hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat.  

Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari 

ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa selain Negara yang dapat menjadi 

pemilik sebagai suatu subjek hukum, adalah orang-perorangan biasa, baik 

dalam perserorangan atau lebih, atau badan kesatuan sebagai suatu badan 

hukum.
88

  

Badan hukum juga sebagai suatu subjek hukum mandiri yang 

dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, 

meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari 

orang-orang yang mendirikan atau yang menjadi anggota dari dan hukum 

tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang-

perorangan. Untuk kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada 

pokoknya bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh orang 

perorangan secara khusus, yang diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai 

dengan maksud dan tujuan badan hukum tersebut.  

Maksud dan tujuan pemisahan harta kekayaan tertentu untuk 

keperluan perseroan terbatas.
89

 Sebagai badan hukum, perseroan terbatas 

memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa 
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konsekuensi hukum bahwa perseroan terbatas menjadi pendukung hak dan 

kewajiban dalam lalu lintas hukum. . 

Mengacu pada contoh permasalahan pada kasus ini, contoh kasus 

permasalahan yang membawa Notaris ke ranah gugatan terjadi dalam pendirian 

PT. TMS yang berkedudukan di Bombana, Kabupaten Kabaena Timur. Dalam 

kasus terdapat penyimpangan terkait akta pendirian PT. TMS bahwa dalam 

pembuatan akta tersebut tidak melibatkan para pemegang saham yang 

diadakakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 

yang dibuat dihadapan Notaris RR, S.H.,M.Kn sehingga dalam akta pendirian 

tersebut terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. TMS.  

Berdasarkan hal tersebut, yang bersangkutan selaku pemegang 

saham mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. TMS 

karena salah satu pendiri PT. TMS memberikan data identitas yang palsu pada 

saat membuat akta pendirian dihadapan Notaris. Saat pembuatan akta tersebut, 

pihak-pihak yang bermohon untuk dibuatkan akta pendirian dihadapan notaris 

menggunakan identitas palsu atau bukan sebagai pemegang saham sekaligus 

direktur pada PT.TMS.  

Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa apabila para pihak 

tidak melakukan penipuan terkait maka yang bersangkutan tidak akan membuat 

perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan : 

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila 

penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga 
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nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa 

adanya tipu muslihat. .  

Lahirnya tanggung jawab seorang notaris tidak terlepas dari 

kewajiban dan kewenangan untuk yang diemban. Seorang Notaris dibebankan 

tanggung jawab atas kebenaran formil, materiil akan akta yang ia buat jikalau 

Notaris memang terbukti dalam pengadilan bahwa Notaris melakukan 

kecerobohan atau yang disengaja hingga merugikan para pihak. Dengan kata 

lain, akta otentik yang disahkan dimuka Notaris dapat dikatakan batal dalam 

putusan pengadilan hingga para pemegang akta akan merasa telah dirugikan 

atas akta tersebut maka Notaris tersebut perlu bertanggung jawab terhadap 

kesalahannya.  

Terkait pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya, Notaris 

tetap bertanggung jawab terhadap semua akta itu sampai Notaris tersebut 

pensiun. Pertangungjawaban akta tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu: 

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata  

Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan 

sanksi terhadap pelanggran Notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan 

akta serta lainnya. Tetapi, Notaris pula mempunyai pertanggung jawaban 

dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada wewenang Notaris pada 

pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). 

Andaikata Notaris keliru dalam pemberiam penyuluhan hukum terhadap 

para penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, 
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Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam 

kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya. 

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana  

Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh 

suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancama yakni 

sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang 

melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan 

yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran 

terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana 

tertentu. Pada melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud 

ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai 

wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN. 

3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN Pasal 65 UUJN menyebutkan 

bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang 

diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima 

protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyandang suatu 

pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN. 

4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Selaku pejabat umum 

Notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika 

yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan 

agar notaris benarbenar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral 

serta terampil dalam argumentasi rasional.  
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Notaris harus tetap berpatokan pada peraturan-peraturan yang ada 

serta pada kode etik profesi saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Terkait 

dengan ini tujuan dalam penjagaan harkat serta martabat seorang notaris karena 

jabatan yang diduduki notaris merupakan jabatan kepercayaan langsung yang 

diutus oleh Negara. Berkaitan dengan hal itu Notaris juga diharapkan untuk 

dapat patuh pada setiap peraturan yang ada dalam masyarakat, tidak hanya 

patuh pada peraturan yang mengatur mengenai jabatannya. Hal ini tentu 

bertujuan supaya masyarakat serta semua pihak bisa mengerti bahwa profesi 

Notaris merupakan profesi yang sangat mulia serta berartabat.  

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan 

Keterangan Palsu  

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai 

peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, 

kegiatan sosial, dan lainlain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta 

otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan 

kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada 

tingkat nasional, regional, maupun global.  

Dengan adanya akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan 

kewajiban masing-masing pihak diharapkan mampu menjamin kepastian 

hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. 

Ataupun apabila sengketa tersebut tidak dapat lagi dihindari, diharapkan akta 
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otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi 

sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.  

Demi menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan alat bukti 

tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan 

hukum yang dapat diperoleh melalui pembuatan akta dihadapan Pejabat Umum 

yaitu Notaris.
90

 Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1868 yang menyatakan 

bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu di tempat akta itu dibuat”.  

Menurut Habib Adjie, Pasal 1868 BW memberikan batasan secara 

unsur yang dimaksud dengan akta otentik:
91 

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang 

Pejabat Umum; 

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 

3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, 

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.  

Notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan notary, 

sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang 

hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yang 
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mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya.
92

  

Wawan Setiawan menegaskan bahwa Pejabat Umum adalah organ 

negara yang di perlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan 

sebagian dari kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari 

kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam hukum 

perdata.
93

  

Pengertian Notaris secara otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), 

menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.  

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan 

sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik. 

Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 

anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti 
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tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. 

Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.
94

  

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status 

harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kesalahan atas akta yang dibuat 

Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya 

seseorang atas suatu kewajiban. Akta otentik pada hakikatnya memuat 

kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada 

Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa 

yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai 

dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga 

menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, 

termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para 

pihak penanda tangan akta.  

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas 

untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan 

ditandatanganinya. Akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang 

sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana 

pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari.  

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan 

mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu : 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu; 
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2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika 

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi 

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.  

Menurut K. Wantjik Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu 

akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig Bewijs), 

artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim harus 

menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam akta itu 

sungguhsungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan 

penambahan pembuktian lagi.
95

  

Salah satu bentuk perjanjian yang dibuat dengan akta otentik 

adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Pada pendirian PT, perbuatan 

hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian 

antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua 

pendiri disatu pihak dan PT di pihak lain.  

Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak 

menerima saham dalam PT dan sekaligus mereka wajib melakukan penyetoran 

penuh atas saham yang diambilnya.
96

 Dengan demikian maka pendirian PT 

sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus 
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memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga 

KUHPerdata khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum 

perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syaratsyarat sahnya 

perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian 

(Pasal 1338-1341).  

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian PT sebagai badan 

hukum, bersifat “kontraktual” (contractual, by contract) yakni berdirinya 

Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat 

kontraktual, juga bersifat “konsensual” (consensuel, consensual) berupa adanya 

kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, supaya perjanjian untuk mendirikan PT sah 

menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih.  

Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang 

menyatakan bahwa prinsip yang berlaku berdasar undangundang ini, Perseroan 

sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai 

lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Dengan adanya perjanjian yang 

menjadi dasar pendirian PT, maka tentunya tunduk pula kepada syarat sahnya 

perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 

1) Adanya kesepakatan; 

2) Kecakapan; 

3) Atas suatu hal tertentu; 

4) Sebab (causa) yang halal.  
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Pada syarat sahnya perjanjian, terdapat syarat subjektif yaitu syarat 

yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, 

yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan 

perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan 

hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak 

dilarang.  

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat 

subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak 

terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang ada 

permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.
97

 Syarat 

subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak 

yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti 

itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang 

berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat 

para pihak.  

Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi 

hukum (nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian 

perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian 

yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak 

dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum 

tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan 
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dengan kesusilaan atau ketertiban umum,
98

 karena perjanjian sudah dianggap 

tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling 

menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.
99

  

Akta notariil yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi 

mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang 

berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan syarat 

objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahnya perjanjian harus 

diwujudkan dalam akta notariil.  

Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif 

dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta.
100

 Unsur subjektif yang 

pertama berupa adanya kesepakatan antara para pihak. Yang dimaksud dengan 

kesepakatan adalah bahwa pihakpihak yang membuat perjanjian harus 

memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang dikehendaki oleh pihak 

yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak lain. Dengan demikian 

kesepakatan tercapai apabila kedua pihak mempunyai kehendak yang sama 

secara timbal balik.  

Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan bertindak. 

Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan 

dengan umur dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Keterangan palsu yang 
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disampaikan penghadap dalam akta pendirian PT mengakibatkan suatu 

perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian karena terdapatnya cacat 

kehendak.  

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang mengandung cacat 

dalam kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang “pada waktu lahirnya” 

mengandung cacat dalam kehendak. Pasal 1322 sampai dengan Pasal 1328 

KUHPerdata mengatur tentang perjanjian yang telah ditutup atas dasar adanya 

cacat dalam kehendak. Ke dalam kelompok perjanjian yang mengandung cacat 

dalam kehendak dalam doktrin dimasukkan perjanjian-perjanjian yang 

mengandung unsur kesesatan, paksaan atau penipuan pada saat lahirnya 

perjanjian.  

Pada perjanjian yang mengandung cacat dalam kehendak, 

kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu bukan didasarkan atas kehendak 

(sepakat) yang murni, sepakat di sana diberikan karena ia keliru, tertekan, 

tertipu atau di bawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan 

yang ada. Sehingga kondisi demikian bukan merupakan sepakat yang mestinya 

di berikan kalau ia tidak khilaf (keliru), tidak takut kepada tekanan yang ada, 

kalau kehendaknya tidak dibawa kepada gambaran yang tidak benar oleh lawan 

janjinya atau kepercayaannya tidak disalah manfaatkan oleh lawan janjinya.  

Pada pendirian PT yang kesepakatan dari para pendirinya 

mengandung cacat kehendak karena adanya keterangan palsu yang 

disampaikan oleh salah satu pendiri dan perjanjian tersebut telah dituangkan ke 

dalam akta Notaris, maka pihak yang dapat merasa dirugikan dapat 



 

91 
 

mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian 

pendirian PT tersebut. Adapun gugatan yang diajukan oleh pihak yang 

dirugikan dapat berupa gugatan untuk membatalkan isi perjanjian yang telah 

dituangkan ke dalam akta Notaris.  

Jika mengacu pada contoh permasalahan kasus ini, permasalahan 

yang membawa Notaris ke ranah gugatan terjadi dalam pendirian PT. TMS 

yang berkedudukan di Bombana, Kabupaten Kabaena Timur. Dalam kasus 

terdapat penyimpangan terkait akta pendirian PT. TMS bahwa dalam 

pembuatan akta tersebut tidak melibatkan para pemegang saham yang 

diadakakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 

yang dibuat dihadapan Notaris RR, S.H.,M.Kn sehingga dalam akta pendirian 

tersebut terdapat pemalsuan data dalam identitas pendiri PT. TMS.  

Berdasarkan hal tersebut, yang bersangkutan selaku pemegang 

saham mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT. TMS 

karena salah satu pendiri PT. TMS memberikan data identitas yang palsu pada 

saat membuat akta pendirian dihadapan Notaris. Saat pembuatan akta tersebut, 

pihak-pihak yang bermohon untuk dibuatkan akta pendirian dihadapan notaris 

menggunakan identitas palsu atau bukan sebagai pemegang saham sekaligus 

direktur pada PT.TMS.  

Cacat kehendak tersebut dinyatakan bahwa apabila para pihak 

tidak melakukan penipuan terkait maka yang bersangkutan tidak akan membuat 

perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan : 

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila 
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penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga 

nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa 

adanya tipu muslihat.  

Asas presumptio iustae causa atau asas praduga sah dapat 

digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notraris harus dianggap sah 

sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk 

menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai 

dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang 

berkepentingan dengan akta tersebut.  

Menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku 

ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak 

diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum.  

Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang 

dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak 

berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan 

material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta 

Notaris.  

Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal 

demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat 
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dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan 

akta Notaris adalah : 

1. dapat dibatalkam; 

2. batal demi hukum; 

3. mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; 

4. dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan 

5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap karena penerapan asas praduga sah.  

Sehubungan dengan pembatalan akta Notaris, perlu dikemukakan 

ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan 

pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, 

Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu 

akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan 

atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak 

yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, 

dan bunga kepada Notaris.  

Habib Adjie, menyatakan bahwa sanksi terhadap Notaris diatur 

pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu 

sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata berupa penggantian 

biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan 

pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan Para Pihak yang 

menghadap Notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat 
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langsung dari suatu Akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut 

secara perdata terhadap Notaris, dengan demikian tuntutan penggantian biaya, 

ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau 

kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar Pasal 84 UUJN, 

tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi 

antara Notaris dengan para penghadap.  

Sanksi Administratif berupa:  

1. Teguran Lisan; 

2. Teguran Tertulis; 

3. Pemberhentian Sementara; 

4. Pemberhentian Sementara; 

5. Pemberhentian dengan hormat; dan 

6. Pemberhantian tidak hormat.  

Berdasarkan Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi 

perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal 

tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang 

lainnya yaitu, akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

di bawah tangan; dan akta notaris menjadi batal demi hukum.  

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi 

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, 

ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Untuk menentukan akta Notaris yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat 

dan ditentukan dari Isi dalam pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara 
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langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan 

termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan 

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 

UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.  

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat 

hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut 

disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang 

disampaikan oleh klien. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan 

Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang 

ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.  

Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di 

hadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuatkan akta 

sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya 

keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin Notaris 

membuatkan akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu 

yang dimasukkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta 

tersebut palsu.  

Sebagai contoh, Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta 

Notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti 

Notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara 
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material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak 

yang bersangkutan, kecuali jika Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta Notaris 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika 

disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan dan yang tidak 

disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta 

menjadi batal demi hukum. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran 

tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan 

pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari 

teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris 

melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 

UUJN. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Palsu Pemohon Yang 

Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta 

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata  

Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan 

sanksi terhadap pelanggran Notaris sifatnya formil, misal aturan 

penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris pula mempunyai 

pertanggung jawaban dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada 

wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap 

(Pasal 15 huruf e UUJN). Andaikata Notaris keliru dalam pemberiam 

penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan 

dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai 

pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil 

dalam akta yang diterbitkannya. 

b. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana  

Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh 

suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancama yakni 

sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang 

melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan 
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yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran 

terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana 

tertentu. Pada melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang 

dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum 

yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada 

UUJN. 

c. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN Pasal 65 UUJN 

menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta 

yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke 

penerima protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris 

menyandang suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan 

UUJN. 

d. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Selaku pejabat umum 

Notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika 

yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan 

bertujuan agar notaris benarbenar menjalankan tugasnya dengan 

profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional. 

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan 

Keterangan Palsu yaitu bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas 

dalam pasal yang bersangkutan dan yang tidak disebutkan dengan tegas 

dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi 

hukum. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, 
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pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan 

pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari 

teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila 

Notaris melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam 

Pasal 85 UUJN. 

B. Saran 

1. Diharapkan Agar Seluruh Notaris dan PPAT di Indonesia, tetap menjaga 

nama baik dan kepercayaan kepada masyarakat dan penegak hukum lainnya 

sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Diharapkan kepada Notaris/PPAT diseluruh Indonesia khususnya di 

Sulawesi Tenggara lebih teliti dan lebih meningkatkan kewaspadaan 

terhadap pemohon yang mengajukan permhonan dalam pembuatan akta 

yang tidak diketahui identitas yang diberikan oleh pemohon terkait keaslian 

dokumen tersebut.  
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